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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dari hasil penelitian serta 
dari data-data yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan: 
1. Pelaksanaan perjanjian upah-mengupah hasil panen buah kelapa sawit 
di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 
menggunakan akad perjanjian dinyatakan secara tidak tertulis 
melainkan akad tersebut dinyatakan secara Lisan (saling percaya). 
Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak 
terpenuhi dengan baik, dikarenakan adanya pemanen yang 
menyimpang dari perjanjian yang disepakati yaitu pemanen tidak 
memberikan hasil panennya secara keseluruhan kepada pemilik kebun 
kelapa sawit yang telah disepakati. Hal inilah yang menimbulkan 
ketidak puasan di salah satu pihak. 
2. Tinjauan fiqh muamalah dalam praktek upah-mengupah hasil panen 
buah kelapa sawit sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dengan baik. 
Akan tetapi pada praktek pelaksanaaannya masih terdapat unsur-unsur 
kecurangan yang dilakukan oleh pemanen dalam bentuk menyisihkan 
beberapa tandan buah sawit dan kemudian dijadikan berondolan, 
pengingkaran janji serta menganggap hal buruk menjadi suatu 
kebiasaan yang biasa-biasa saja. Serta dalam akad upah-mengupah 
90 
 
 
 
dalam syariat Islam menyarankan agar ditulis dengan jelas. Hal ini 
sebagai bukti, dan menghindari kecurangan dari kedua belah pihak 
antara pemilik dan pemanen agar tercapai maksud mulia yang 
diinginkan oleh Islam. Pelaksanaan uapah-mengupah boleh 
dilaksanakan jika segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan syariat 
Islam yang berlaku, akan tetapi jika dalam pelaksanaannya tidak 
berjalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh hukum Islam maka 
hal tersebut dilarang untuk melaksanakannya. 
B. Saran 
1. Kepada pihak yang terlibat dalam praktek upah-mengupah di 
perkebunan kelapa sawit hendaknya terlebih dahulu memperhatikan 
tentang hukum dalam perjanjian upah-mengupah (Ijarah) yang sesuai 
dengan syari’at Islam/hukum Islam yang mengatur permasalahan 
perjanjian upah-mengupah ini sehingga siapapun yang terlibat dalam 
praktek kerjasama upah-mengupah di perkebunan kelapa sawit tidak 
ada yang dirugikan. 
2. Kepada pihak pemerintah dan aparatur yang berwajib di Desa Pancur 
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan agar dapat 
memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat dalam 
praktek upah-mengupah di perkebunan kelapa sawit agar mereka 
memahami hukum dari pelaksanaan dan akad perjanjian upah-
mengupah tersebut dan memahami aturan-aturan yang sesuai dengan 
syari’at Islam.    
